
J. Pasal 18 ayat (6) Undang-t1ndang Dnsar Ncgara Rcpubllk Indonesia Tahun 19~5 ;
2. Undang-UodOllg Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Doemh Tingka; II

dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lernbarnn Negara Republlk Indonesia. Tahun
1959 NODlor73. Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1281);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entallg Perncrlntnhan Dacrah (Lcmbaran
Negam R,J. Tahun 20041 Nomor 125, Tambahan Lembarun Negarn Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimollo telnh diubah beberapa kaJl terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 'rabun 2008 teniang Perubahan alas Undang-Undang
Nomor 32 Tallun 2004 tcmang Pcmcrlntohan Dncmh (Lcmbaran Ncgsra Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nllgura Rcpubllk
Indonesia Nomnr 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenraeg Pcnataan Ruang (Lombaran
Negam Rcpubllk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembarnn Negara
Republlk.lndoncsia NODlor4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pcrlindungan dan Peugololaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Neg.nm Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratunm
Pcnmdang-undangan (LembaranNegara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembanm Negarn Republik Indonesia Nomor 5234);

7. PeraruranPemcrintahNomor 27 Tahun 1991 rentang Rawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991NODlOT35);

8. Peraturan Pcmcrintah Nomor 26 Tahun 2008' tentang Rcncana Tala Ruang
WiJo)'ab Nasional (Lembaran Negara RcpubUk Iodonesia Tahun 2008 Nomor 48.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Pcraturan Pcmeriatah Nomor 15 Tabun 2010 tcntang Pcnyclcnggaraan Pcnataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 201.0Nornor 21, Tambahan
Lembaran Negaill Republik Indonesia Nomor 5103);

Mengingal

Menimbang a. bahwa dengan diberlnkukannya Undang-Undang Nomor 28 'rabun 2009 tentans
Pajak Daerah dan Reiribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 25 Tahun 20 II tentang Pencabutan Peraturan
Daersh Kota PalcOlbllng, antara lain ternadap Peraturan Daerah Kola Palembang
Nomur 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalien Pemanfaaran
Rawa, malta guna menjnga keseintbangOlI dan kclcstariaa untuk melindungi dan
mcngamaakan fungsi dan manfaat rawa, perlu adunya suatu polo pengendalinn dan
pemanfaatan raws, sehingga dapat bcrfungsl sebagal daerah tampungan air yang
merupakan salah satu sistem pengendalian banjir didaerah pcrkotaan ;

b, bnhwn bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerab Kota Palernbang tentnng Pcmbinsan I~CIlgClld8J.i8Jl
dan Pcmanfaaian Rawa.

WALIKOTA PALEMBANG.

IJEMBlNAAN PENGENDALlAN DAN PEMANFAATAN RAWA

D"ENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

'fEN TANG

TAHUN 2012~OMOR 11
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG



BABr
KETENTUANUMIJM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daernh ini yang dimsksud dengnn :
1. Dacrah adalah KOlaPalembang.
2. Pemcnntah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3, WaJikota adalah Wnlikota Palembang.
4. Dinas Pckcdaan Umuru Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adaleh

Dines Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaau Sumber Daya Air KOIII
Palembang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjnan Umum Sinn M1lJllIl dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kola Palembaug .

6. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau
musiman skiba! drainase olaminh yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri
khusus secara Iisik, kimiawi dan biologis.

7. Rowa Konservnsl odaloh lahan gCIlMgSU air secara alamiah yang tergcnang
terus mcnerus atau rnusiman akibat drainase aJamiah yang terhambat serta
mempunyni ciri-ciri khusus secnm fisik, kimiawi. biologis dan dataran yang tidak
dapat diaJih fungsikan.

R. Rawn Budidaya ndnlah mwn yang tetap dipeli1ahnnknn fungsinya scOOgai
rowo bcrdaserkan pcrtimbangan tcknis, sosial ckonomi dan lingkungan,
berlujunn menjumin dan memelibara kelestnrian keberndaan rawa 'sebagni
sumbcr air dan atau rucnlngka1k01l rungsi dan pcmanteaten deegan dapat
dlmanfaatkan untuk permukiman di daerah rawa, perranian atoll perkebunan
tanpa melakukan penimbunan,

9. Rawo Reklamas] odaloh rawn yang dapat dimanfaatkan dengan cam
mengeringkan, mcuimbun dan mengnlih fungsikan perumukan dengan
mcmperhntikan fungsi mwa sebagai daerah tampungan air dan sistem
pengendalian banjir.

10. Konservnsl Rown adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang bcrdasarkan
pertimbangan tekuis, sosial cknomis dan lingkungan bertujunn menjamin dan
memelihara kelestarian keberudaan rewa scbagai sumber air dan tampungan nir
pengendalian banjir.

11. Rcklamesi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemnnfaatan rawa
termasuk juga daiaren rcndah lainnya untuk kepentingan masyarakat luas dengan
dilakukan penimbunan.

12. Budidaya Raws adalah pengelolaan rawn berdasarkan pertimbangan teknis,
soslat ckonomis dan lingkonllllD. bcrtujllon meningkatkan fungsi dan
pemanfaatannya dengan tetap merupakan rawa dan berfungsl sebagai rawa, dapat
dimanfaaikan untuk permukiman di daerah raws, pertanian atau perkebunan
tanpa melakukan penimbunan,

13.Bidang tanah.adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang
yang terbatas yang dikuasai oleh orang 81811 badan.

14.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang Illcrupakan kesaruan bllik
yang mt:lakuJ(an usaha maupun yang tidak mclakukan u::oabayang mcllpuli
perseroan terbatas, per.;eroan komanditcr. ,perseroan loinnya, badan u.'l8hamilik
Negnrn otllU Daemh dengan lIalOa dan, daJam bentuk apapun, finno. kOllgsi,
kope:msl. dana ~nsiun. persckuluml. p<:rkILJllpulnn, yayasan. rugtmi5asi massa,
orgllnisasi sosial politik atau mganisasi yang sejcnis. ICOlbaga, bentuk usaha
le:tapdan belltuk badan lainllY&'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAJIKOTA PALEMBANG
dOD

WALlKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PENGENDAL1ANDAN
PEMANFAATAN RAWA

2

Mcnetapkall



Pa~n15

(I) Rawa yang reloh ditetapkan sebagai Raws Konservasi seluas 2.106,13 Ha,
dilarang uutuk dialih fungsikan peruntukannya,

(2) Rawa yang telah ditotapkan sebagal Rawa Budidaya seluas 1.811.21 Ha,
dapar dirnan:faatkan untuk laban pertanian, perikanan, perkebunan dan
permukimaa dengan rumnh bertiang Ianpa dilakukan penimbunan IlUIU
rek.lamasi.

(3) Rawa yang tclah dltetapkan sebagai RaW!! Reklamasi dapat diolih fungsikan
untuk kepenringan masyamkat setelah mendapal izin Walikota.

Bagian Kesatu
Pernbinaan Pengendalian Rawa

PIlSa14
(I) Dahlin rangka mempertahankan dan melindungi ekosistem rows sebagai

sumber dan penamr,ungan air sena gunn meningkatkan fungsi dan
manluatnya, perlu dilakuknn pembinaan pcngendalian tcrhadap rows tersebut
agar tidnk mudah terjadi perubahan peruntukan dan tUng.sinyn.

(2) Dalam rnngka pembinaau dan pengendalicn mwo tersebut, maka Pemeriniah
KOla wnjib melakukan konservasi rawa dan menetapkan wilayah penyanggn
air pada wilayab tertentu, scsuai dcngon ketcnruan yang diatur dalam
Rencana Tam Ruang Wilayola(RTRW)'.

(3) Kctentnan lebih lanjul mengceai kOJlS<.'fVlISirawa dan wilayah penyanggah air
pada wilayah tertenru sebagaimana dimaksud pada ayol ~2) dltelllpkon dengan
Peranrran Walikolil.

BABW
PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN

PEMANFAATANRAWA

DADTT

ASAS DAN TUJUAN
AU5

Pasal2

Penyelenggaraan pembinean pengendalian dan pemanfo.nlan mwn dilaksanakan
bcrdasarkan ssas kemanfaatan umum, kescimbangan dan kclcstarian umuk
rnelindungi.dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa,

Tujuan

Pasa13
Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatnn rawo bertuiunn untuk
rnencapai rerwujudnya kescjnhlemnn rnasyarakat, dilalrukQJldeugan peuyiapan
sarana dan pmsarnna ynng diperuntukkan bagi keperluan peruntukkan
penggunaan tanah permukiman, pertanian, pcrkebunorl. perikanan, peternakan,
kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata seI13 untuk penurunan emisi Gas
Rumah Kaen,

3

15. Izin Reklamasi Raws yang dapat disingkat lRR adalab Izin wuuk menimbun
Rawa Reklamasi Yl\I1gditetapkan oleh Walikcta,

16.Pemeriksaao adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
.mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuban pcmenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan,

17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perijinan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negcri Sipil yang sclanjutnys disebut
Penyidik, untuk mencari sertn mengumpulkan bukti, dengan bukti itu rnembuat
terang tindak Pidana dibidang perijinan yang terjadi serta menemukan tersangka,



BADlY
PELESTARlAN, KONSERYASI DANREKLAMASI RAWA

Bagian Kesatu
Pelestartan Rawa

PasRI 7

Scbagoi upayn pelestarian rawa, Walikotn horus melindungi dan mempertahankan
keberadaan rawa kooscrvnsl dan rawa budidaya dalant Daerah.

Baglan KedWi
Konservasi Rawa

Pasal fI
Wilayah konservasi dan wilayah pcyangga air dalam Daerah dittUlikan untuk
mempcrtahankan dan melindungi ekosistem raws sebagai sumber dan tampungan
air serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya dengan rnempcrhatikan :
a. Kemampuan meningkatkan Iungsi rawa scbsgei sumber air, tampungan air

dan sistem peagendali banjir,
b. Kclcsiadan rawo sebagai bagian dan kelestarian Jlnglrungnn hidup,
c. Kemampuan meningkatkan perekonomianmasyarakat.
d. Kemampuan untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan yang optimal

untuk permukiman dl dacrah rawa, pertanian dan perkebunan tanpa
sedikitpun penimbunan.

(5) Pembinaan pcmsnfaatan raws dan pengumbilan oir dari wilayuh konservusi
dan wilayoh penyangga air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud
padn ayal (3) dun ayal (4) yang bcrsifet kcmcrsiel h9.1lYR dapai dilnkukan
dengan seizin Walikolo.

(4) Pengambilan dan penggguaaan air dari wilayah konservasi dan wilayah
penynnggo nir nntuk keperluan flQkokkehidupan sehari-hari dopat dilnkuknn
tanpa izin Walikcta,

(3) Pembinean pemanfaatan rown berrujuon untuk mencapal tcrwujudnya
kescjahterasn mas)'ru-nk81dllllkuk.au mclalul penyiapan sarana dan prasarana
yang diperuntukkan bagi keperluan peruntukkan penggunaan tanah
permukiman penanian, perkebuaan, pcrikanan, peternakan, kehutanan,
industri perhubungan dan pariwisata,

(2) Pembinaan pemanfaaian rawa harus didahului dengan penctapan wilayeh
pelestarien, wUoyah kOllSCfVBSi, wilayah penyanggah dan wilayah
pemanfaaatan rawa,

Pasa! 6
(I) Setiap pembinaan pemanfaatan rawa barns dilakukan secara selmbang baik

untuk keperluan kcnservasi, wilayah penyangga maupun wilayah yang ak9.11
dimanfamkan,

Bllgian KedWI
Pcmbmaan Pemanfaatau Rawa

(5) Titik-titik rawa, luas, jumlah don wilaysh-wUsyab terteniu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang telah ditetapknn oleh Walikots harus diberi atau
dipasang papan merkjenis rawa,

4

(4) Titik-titik rawa, Ilias, jumlah dan wilayah-wilayah tertentu sebagalmaaa
dimaksud pads ayal (1), ayat (2) dan ayat (3), leblh l8Qjulditetapkan dengan
Keputusan Walikotn yang-disertai dengan pets.



BAB V
PERIZJNAN

Pasal )3
(I) Setiap orang ~lf811,badnn yang akan rnengcringkan mcnimbun dan/atau

mengalih fungsikan peruntukan rawa harus dengan seizin dar] WalikC)tl\.

(2) Uutuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud puda ayat ~1), pemohon
terlebth dahulu harus mengajukan surat penuobonan tcrtulis kepada Walikottl
meWui Instansi Teknis dengan persyaratan sebagai berikut :

Ketentuan sebagalmana dimnksud dalam Pasal II. tidak berlaku terhadap
pclaksanaun pembangunan untuk kepcntingan umum yang dilakukan oleh
Pemcrimah dan/alan Pemerintah KOla.

Pasal U

(2) Reklamasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayal (I). diatur dengan
keientuan sebagai berikut :
a. Raws yang boleh dlkeringkan, ditimbun danlatau dialih fungsikan

peruntukannya adalah rawa yang berada diluar Daernh Mllik
Jalali (OMJ).

b. Penimbunan rawa dopa! menggunnkan material pasir sungai,
c. Penlmbuaan raws dopot dilakukan dengan ketinggian maksimum sampal

batas banjir disesuaikan dengan lokasi sctcmpat.
d. Peruntukan penggunaan tannh pada lokasi bckas rawa, lebih IOlljut

berpedoman pads Peraturan Dacrah yang mengatur lentang tata mango
izln mendlrlkan bangunan.dan Izin peruntukan penggunaan tannh.

(I) Reklumasi rawa dapat dilakukan dengan ketentuan harus menyediakan kolam
retensl danlalau pcnampungan air dengan ukuran 30 % dnri luas lahan yang
aknn direklamasi scsuai deogan perencanaan dan petunjuk teknis dar! iosumsi
teknis.

Pasal 11

Reklamasi rawa dapat dilekukan dengan cora mengeringkan, menimbun dan atau
mengalih fungsikan perunmkkan, dengan mcmpcrhatlkan fUDW;i rawa sebagai
daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.

(4) Reklamasl raws untuk keperluan bcl'siflUnon komcrsial dapat dilaksanakan
oleh badan sosial masyarakat dan iIIlggotamusyarakat dengan. mempedomani
ketentuan perarurnn perundang-undangan yrulg berlal" •.

(3) Reklamasi rawu yang bersifat komersial dapa; dilaksanakan oleh pihak
swasta dengan mempedomanl kotentuaa peraturan perundang-undangan yang
bcrlaku.

(2) Pengaturan pelaksanaan ketjasama dalam rangka reklamasi rawa
sebagaimanadlmaksud pada ayat (,I), dhuangican dalam benmk perjenjian
kerjasama,

Bllgian Keliga
Reklamasi RAwll

Pasal 9
(1) Reklamasi rawa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Kota beketjasama dengan lnstansi.atau pihak SWlISta.

5



(I) Pcmanfaatan dan/atau pcoimbunao rawa yang dilaksanakan tanpa izin
berdasarkan Pemtumn Daerah ini, maka pemilik laban yang menimbun
dan/nIBumemanfaatkan lahen tersebut harus menghcmikan kcglatannya dan
mengembalikan kondisi laban seperti kondisi semula, dengan biaya
ditanggung oleh pemilik laban sesuai dengan ketentuaa peraturaa pcrundang
undangan.

Pasal 16

BABVUl

SANKS) ADMlNJSTRA TlF

(2) Pcngawasan scbagaimaua dimaksud pada ayat (l). dilakukan lerbatlap
pengeringan, penimbunan, pcngalihnn fungsi peruntukkan, pendirian
bangunan dlatas rawa dan penggunaan laban rawa' untuk Iungsi lainnya.

(I) Pcngawasan terhadap pcngcndalian dan pemanfaatan raws dalam Daerah
dilakukanoleh masyamkat dan Wal.ikotn.

Pa.uIIS

PF.NGAWASAN

BAB vn

RaWlI yang berada didaerah perbatasan antam Kola Palembang dengau
Kabupaten yang berbarasac, pengondatisn dan pemanfaatannya nkan diatur
dalnm bentuk kerjnsama antar dacrah.

Panl14

BAD VI
IG,:RJASAMA PRNGENDALlAN DAN

PEMANFAATAN RAWA

(5) Rawa reklamnsi yang teleh dlajukan Dill dan telah mendapat izin
penimbunan, tidak dapat, diujukan kembali oleh Pemohon yang sama
danlatau pihnk lain pada persil yang soma atau pada lokasi yang sama,

(4) Setiap pemegang lRR diwajibkan memasang Plat IRR di lokasi penimbunan
yang mullah dibaca,

(3) Untuk uicndapatkan IRR harus berpedornan pada prosedur clan tala cara
sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-undangan yang berlaku.

a. Memiliki rencana reklamnsl rawa
b. Melampirkan phOIO copy bukti penguasaan tanah yang disahkan oleh

pejabat berwenang.
c. Melampirknn advice planning dati Dinas Tata Kola Kota Palembang,
d. Melampirkan rekomendasi Lursh dan Camat setempat,
e. Melampirkan persetujuan tetangga untuk menimbun raws yang dlketshui

oleh Ketua RT setempat.
f. Reklamasi rawa yang menimbulkan dampak negatlf penting dan ncgatif

tidak penting, perlu meleksanskan ki'\jian lingkungan hidup
(AMDAUUKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangaa

6



BABX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(I) Pelanggaran lllM ketemuan Pasal 5, Pasal 6 ayill (5), Passl 11. Posol 13,
Pemtnrnn Daerah ini, diancam dengan hukuman pidnnn kurungan paling lama
3 (tiga) bulo.n 9lllU denda paling banyak Rp.SO.OOO.OOO.-(lime puluh jutn
rupiah).

(2) Tindak pidana sebogolmann dimnksud pada ayal (I) adalah pelanggaran.

BABXl
KETENTUANPENUTUP

Pasal J9
(I) Dinas Pekeriaan Umum Bina Morga dan Pcngelolaan Sumber Daya Air

adalnh lnstansi Teknis pelaksanaan Peramran Daerah inl.

(2) Hal-hal yang belum diamr dalam Peraturan Dacrah ini, sepnnjang mengenai
pelaksaaaannya akan ditetapkan oleh Walikotn sesuai dengnn ketenman
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku,

Paul J7

(I) Selain Pciabnt penyidik umum yang bertugas rucnyidik lindak pidana,
pcnyidikan tindak pidanan sebagaimana ditnaksud dalam Peraturan Daerah ini,
dapat juga dilnkuknn olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dillngkungan
Pemerintahaa Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan pernturnn
perundang-undangan yang berlaku.

(2)Dalam pelaksanaan tugas penyidikno, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pPNS)
sebagaimana dlmaksud pada ayal (I). berwenang :

o. mcnerlma laporan atnu pengndunn dari scscorang tentang adanya tindnk
pidana ;

b. uiclakukan undakan pertama pada sanl itu ditempat kcjadian dan melakukan
pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka don memeriksa tando pengcnal din
tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surnt ;
e. mengambil sidik jari dan/atou mcmotret SCSCOI'llDf,l;
r. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan, diperiksa sebngni

tersangka atau SIlksi ;
g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara :
h. mengadakan penghentlan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

penyidik bahwa Lidak terdapat cukup bukti atau perisuwa tersebut bukan
mcrupakan tlndak pidana dan selonjutnya melolui p~lI\yidlkmemberitnhukan
hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. mcngadnkan tlndakan lain menurut hukum yang depat
dipcrtaugf,llmruawabknn.

BAn IX
PENYIDlKAN
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(2) Pcnyctepan pemanfaatan dan/atau penimbunnn rowa:sebagaimana dimaksud
pada'-ayal (1), dilakukan setelah dibetikan teguran tertulis dori Instansi teknis
sebanyak 3 (Liga) kali berturut-turut melalui sura! pcringatan pertarna, kedua
<Inn ketiga mesing-maslng diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pads 8)'ll1 (2) tidak diindahkan
maka WalikOIa mengeluarkan surar periagatan terakhir dalam tenggang
waktu 7 x 24 jam.



s;:=> ~Dn::. HUlIDi Thamrin, MJI,f
LEMBARAN DAER.AJ1KOTAPALEMBANC

TAJIUN 2012 NOMOR II

Diundnngkan di palcmbang
"ada tIloggaJ \ • 1\ - 2012

SEKRETARJS DAl'jRAR
KO'fAPALEMBANG

Dltetapkan di Palembang-
pada tanggal 3 November 2012

Pasal 20

Peraruran Daerah ini mulai berlaku seaak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah
ini dengan pcnemparannya dalam Lembaran.Daerah Kota Palembang,
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